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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maraknya kejadian konsumen yang merasa dirugikan atas transaksi
pembelian suatu produk dari marketplace milik Facebook menjadi dasar
bahwa sistem operasional Facebook dalam menjalankan mareketplace
belum memenuhi apa yang menjadi dasar kewajiban khususnya yang telah
ditentukan peraturan perundang-undangan yang terkait, bahkan telah
terbukti memenuhi unsur yang menjadi indikasi terjadinya tindakan
melawan hukum oleh Facebook, sehingga hal ini menjadi dasar kewajiban
Facebook untuk membenahi kembali dalam mengontrol dan mewadahi
kegiatan perdagangan dalam marketplace yang disediakan sendiri
langsung dari Facebook yang didasarkan melalui peran yang dimiliki
sebagaimana yang dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku seperti Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, maupun Peraturan
Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang mewadahi hal yang serupa
yakni menyoal kewajiban dan etika penyelenggara sistem elektronik
dimana penyelenggara sistem elektronik pada dasarnya berkewajiban
untuk tanggung jawab terhadap kepastian sistem elektronik yang dikuasai
tersebut andal dan aman untuk digunakan, serta dapat didasarkan kembali

pada Pasal 1367 KUHPerdata yang memaparkan bahwa dalam penjabaran
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Pasal tersebut Facebook tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang
ditimbulkan atas perbuatannya sendiri, tetapi juga menanggung untuk
kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan orang yang menjadi
tanggungannya atau juga dapat ditimbulkan atas barang dan/atau jasa yang
berada di bawah pengawasannya yang dalam hal ini adalah pelaku usaha

dan kebijakan dalam marketplace milik Facebook itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik, maka dapat
dikemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:
1. Bagi pelaku usaha agar tetap mengedepankan itikad baik dengan
memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan transaksi jual beli
di marketplace, sebagai dasar menggait kepercayaan konsumen
terhadap pelaku usaha sebagai dasar untuk memperoleh keuntungan
bagi pelaku usaha sendiri.

2. Bagi konsumen atau calon pembeli agar selalu jeli atau hati-hati dalam
melakukan transaksi di media e-commerce terutama Facebook
Marketplace, terutama dalam memilih produk yang ditawarkan,
pastikan dengan benar bahwa produk yang ditawarkan adalah produk
yang sesuai keinginan konsumen sendiri melalui informasi, deskripsi,
serta ulasan atau review dari konsumen lain yang sudah melakukan

transaksi.
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3. Bagi Facebook, mengingat telah diaturnya kewajiban yang melandasi
kegiatan operasional sistem elektronik yang dalam hal ini adalah
marketplace miliknya, sudah seharusnya dijadikan atensi dan
pedoman dalam menjalankan operasionalnya dengan menyesuaikan
peraturan perundang-undangan yang mewadahi, seperti Undang
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2019, sampai dengan Peraturan Menteri yang memiliki

relevansi.
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